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KATA PENGANTAR  
 

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga  dapat 

menyusun Buku Referensi yang akan digunakan untuk menjadi bahan 

referensi bagi mahasiswa dan peneliti lainnya. Buku Referensi ini disusun 

agar pembaca dapat memfokuskan diri dalam mempelajari materi yang 

berkaitan dengan pengetahuan UMKM mengenai pajak 

Tujuan utama dari Buku Referensi adalah memberikan seperangkat 

prinsip yang logis yang membentuk kerangka umum, dan dapat dipakai 

sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan pengentahuan para UMKM 

mengenai betapa pentingnya membayar pajak Apakah suatu teori itu akan 

diterima atau ditolak tergantung pada kemampuannya memprediksiealitas, 

menjelaskan minat pegawai dan kemampuannya untuk menjadi dasar bagi 

pengembangan kesadaran para pengusaha UMKM dimasa datang 

Akhir kata semoga buku referensi ini dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan keterampilan pembaca dalam memahami ilmu manajemen. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  
 

 

Pada era globalisasi saat itu pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan 

penilian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembagunan, tidak 

terkecuali dalam aspek ekonomi, pemerintah membuat dan mendukung 

program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi 

kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangun\an 

dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermulim 

di pedesaan. Konsep ini mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, 

khususunya ke arah pendobrakan halangan yang membelenggu sebagian besar 

rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM 

merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena iu sangat penting perannya 

dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja 

dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan 

dalam proses pemerataaan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas 

Negara. Pemberdayaan UMKM menjadi strategi untuk meningkatkan 

pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka 

mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan 

kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha. 

Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 

2019. Meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun 

terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 

persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama, maka tidak heran jika 

perekonomian di Indonesia berkembang pesat lewat sektor UMKM. Peran 

UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan 

lagi. Ditjen Pajak berharap kepatuhan pajak UMKM semakin meningkat 
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setelah, pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM mulai juli lalu. Maka itu, 

sosialisasi dan pelatihan perpajakan pun digencarkan. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu perubahan penting 

tersebut adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya dalam Peraturan 

Pemerintah No. 46 tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5% pada PP 23 tahun 

2018. Bersangkutan dengan hal ini pemerintah mengharapkan para pelaku 

UMKM yang menggunakan PP 23 tahun 2018 semakin sadar atas kewajiban 

mereka dan bisa memahami peraturan tersebut agar banyak pelaku UMKM 

yang menjadi pembayar pajak yang patuh.  

Diharapkan dengan adanya peraturan PP No 23 Tahun 2018 ini 

penerimaan negara semakin meningkat, serta tercapainya target penerimaan 

negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

meningkatnya kepatuhan pajak, dan memudahkan administrasi perpajakan 

wajib pajak khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

dalam hal menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajak terutangnya. 

Namun PP 23 tahun 2018 hanyalah mengatur peredaran bruto tertentu yaitu 

sampai dengan 4,8 M. Pereturan ini bukan ditujuhkan untuk semua pelaku 

UMKM melainkan mereka bisa memilih apakah mau menggunakan PP 23 

tahun 2018 yang memiliki batasan sampai dengan predaran bruto 4,8 M.  

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat 

yang masih belum dapat memahami apa itu pajak. Pemahaman wajib pajak 

mengenai perpajakan akan membuat Self Assessment berjalan dengan baik. 

Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, 

pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan 

oleh wajib pajak 

Salah satu patokan untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat 

kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat 

kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu diharapkan semakin tinggi 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban 

pajaknya. 
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Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dikatakan paham apabila 

mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketika sudah 

mememahi ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka wajib pajak 

memahami tentang sistem perpajakan di Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 

BAB I pasal 1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi 

produktif milik orang perseorangan atau bahan usaha perorangan yang bukan 

merupakan anak perusahaan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. 

Sesuai dengan perkembangan UMKM dalam melaporkan laporan 

keuangannya, IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia resmi telah mengeluarkan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 

EMKM) yang bisa digunakan para pelaku UMKM, ini dapat menjadi acuan 

yang lebih mudah dilakukan bagi pelaku-pelaku UMKM untukmenyusun 

laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. Usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi baik 

ketahanan ekonomi nasional maupun perekonomian daerah karena memberi 

kontribusi pada penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan 

masyarakat. Salah satu aspek yang arus diperhatikan dalam menjalankan 

UMKM adalah aspek manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan UMKM 

menjadi penting agar pelaku usaha dapat mengatur penerimaan dan 

pengeluaran biaya UMKM. 

Menurut Hendy Widiastoeti, Chatarina Agustin Endah Sari, (2020). 

UMKM merupakan entitas  tanpa  tanggung  jawab publik yang penting yakni 

entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan  umum kepada  

pengguna  diluar  perusahaan,  seperti  stakeholder  yang  tidak  terlibat  

langsung  dalam pengelolaan kegiatan usaha, pemberi kredit dan lembaga 

yang terkait. Pertumbuhan kegiatan UMKM  telah  menyebar  dan  meningkat  

serta  melibatkan  pihak  eksternal  seperti  keragaman pengguna atau 

preferensi menyusun pelaporan dana ini diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar  

mempermudah pelaku untuk  mengetahui  pelaporan  keuangan yang  bisa  

menolong UMKM memberikan  informasi  dana  yang  sesuai yang  dapat  

diakses  dengan  mudah  oleh  pihak eksternal  perusahaan. Laporan  keuangan 

yang  dibuat  bisa  relevan  untuk  pengambilan keputusan perusahaan.  
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UMKM  semakin  berkembang  dalam  pelaporan  keuangan,  sekarang  sudah  

diterbitkan  SAK EMKM.   

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak 

sebagai bagian terbesar dari penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran 

negara dalam menunjang pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. 

Hal ini terlihat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang 

sumber penerimaannya berasal dari pajak. Semakin banyak belanja negara, 

maka pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak agar lebih 

maksimal untuk mendukung belanja negara. Pajak sendiri terbagi menjadi dua 

bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang memiliki jenis pajaknya 

masing-masing. Pajak pusat hanya mengelola jenis pajak PPh, PPn, PPnBM 

dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah mengelola Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame 

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

retribusi daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang 

oleh perseorangan atau badan yang diberlakukan dengan undang-undang 

tanpa imbalan langsung, dilanjutkan dan digunakan untuk keperluan daerah 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termasuk dalam pajak daerah 

diantaranya adalah pajak hotel kategori rumah kos,  Dalam peraturan daerah 

kabupaten minahasa nomor 1 tahun 2011 mengatur tentang pajak daerah 

Kabupaten Minahasa, pemerintah mengatur tarif pajak hotel kategori rumah 

kos sebeasar 10% dengan jumlah 10 (sepuluh) kamar.  

Menurut Feiby Manus dkk dalam Rika dkk (2019), menyimpulkan bahwa 

pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos di Kota Manado sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 masih belum optimal. 

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik rumah 

kos terhadap pelaksanaan pemungutan pajak rumah kos. 

Menurut Diana dalam Rika dkk (2019) yang mengatakan bahwa 

penghambat pemungutan pajak rumah kos di Banda Aceh adalah karena  

kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, masyarakat dianggap tidak 

mendukung rumah kos menjadi objek pajak daerah dan karena kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah. 

Menurut hasil penelitian Iis Salia (2020) menyimpulkan bahwa 

pemahaman wajib pajak rumah kos pada peraturan yang ada masih kurang.  
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pemilik kost yang tidak memahami adanya peraturan perpajakan hotel 

kategori rumah kos masih cukup banyak, hal ini dikarenakan pada saat 

pemerintah  kota metro mengadakan sosialisasi, wajib pajak rumah kos tidak 

hadir, khususnya BPP-RD. 

Berdasarkan Kesimpulan Hasil penelitian, Anik Nuryanti (2020) secara 

umum, tingkat Pemahaman pemilik usaha rumah kos masih rendah hanya 

sebesar 50% pemilik kos yang memahami besaran pajak dan kriteria serta 

objek pajak rumah kos. pada saat yang sama, 30% masih belum sepenuhnya 

memahami dan memgetahui keberadaan aturan tersebut. Sebagian pemilik kos 

merasa informasi yang diberikan masih sulit sekali dipahami dan sosialisasi 

hanya dilakukan sekali tanpa pembinaan dan tindak lanjut untuk membuat 

pemilik kos memahami dan mengetahui cara pembayaran pajaknya, 

sedangkan 20% sisanya belum di informasikan tentang pajak hotel kategori 

rumah kos. 

Pengertian (Comprehension) menurut Arikunto dalam Fauzi Achmad 

dkk, (2016) adalah bagaimana seseorang memelihara, membedakan, 

menebak, menjelaskan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasi, 

memberi contoh, menulis ulang dan memperkirakan. Dalam hal ini, 

pemahaman mengenai perpajakan dalam hal pajak kos berarti segala sesuatu 

yang berhubungan atau berkaitan dengan pajak dapat dipahami dan 

dilaksanakan sesuai dengan tata cara perpajakan.  

Salah satu cara yang di gunakan untuk mempermudah pembayaran pajak 

untuk wajib pajak dnegan mengunakan sistem self-assessment: Wajib Pajak 

diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, membayar, dan melaporkan  

kewajiban pajaknya kepada DJP (Zein, 2003; Hutagaol, 2006). Sistem 

pelaporan mandiri akan berjalan baik ketika pemerintah, dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak, menjalankan tiga fungsi terbaiknya: pelayanan, 

pemberian nasihat, dan penegakan hukum. Kegiatan pelayanan mencakup 

segala jenis pelayanan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dan hak 

Wajib Pajak di bidang perpajakan, seperti: Contoh: penerbitan atau 

pembatalan Nomor Pokok Wajib Pajak, banding, dan permohonan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Kegiatan penyuluhan meliputi sosialisasi mengenai 

peraturan perpajakan yang perlu diketahui Wajib Pajak agar dapat memenuhi 

kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan sistem ini diharapkan wajib pajak 

sadar dalam memenuhi kewajibannya, menghitung pajaknya dengan jujur. 
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Kepatuhan pajak merupakan han yang harus di perhatikan oleh 

pemerintah karena pajak adalah salah satu sumber dana APBN. Negara kita 

masih memiliki rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase 

yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Kita bisa melihat  Hal 

ini didasarkan hasil dari perbandingan jumlah wajib pajak yang patuh 

melakasakankan kewajibannya sedikit sekali jika dibandingkan dengan 

jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka 

secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga 

menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat 

bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih 

menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Widodo, 70:2010). 

Peranturan yang mengatur salah satunya untuk UMKM  Peraturan 

Pemerintah No. 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu perubahan penting tersebut adalah 

pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 

46 tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5% pada PP 23 tahun 2018. 

Bersangkutan dengan hal ini pemerintah mengharapkan para pelaku UMKM 

yang menggunakan PP 23 tahun 2018 semakin sadar atas kewajiban mereka 

dan bisa memahami peraturan tersebut agar banyak pelaku UMKM yang 

menjadi pembayar pajak yang patuh.  

Diharapkan dengan adanya peraturan PP No 23 Tahun 2018 ini 

penerimaan negara semakin meningkat, serta tercapainya target penerimaan 

negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

meningkatnya kepatuhan pajak, dan memudahkan administrasi perpajakan 

wajib pajak khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

dalam hal menghitung, membayarkan, dan melaporkan pajak terutangnya. 

Namun PP 23 tahun 2018 hanyalah mengatur peredaran bruto tertentu yaitu 

sampai dengan 4,8 M. Pereturan ini bukan ditujuhkan untuk semua pelaku 

UMKM melainkan mereka bisa memilih apakah mau menggunakan PP 23 

tahun 2018 yang memiliki batasan sampai dengan predaran bruto 4,8 M.  

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat 

yang masih belum dapat memahami apa itu pajak. Pemahaman wajib pajak 
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mengenai perpajakan akan membuat Self Assessment berjalan dengan baik. 

Self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, 

pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan 

oleh wajib pajak 

Salah satu patokan untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat 

kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat 

kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu diharapkan semakin tinggi 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban 

pajaknya. 

Pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dikatakan paham apabila 

mengetahui ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketika sudah 

mememahi ketentuan umum dan tata cara perpajakan maka wajib pajak 

memahami tentang sistem perpajakan di Indonesia. 
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